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BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 13 TAHUN 2025

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI,

bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh
dan terpercaya, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
baik dan peningkatan pelayanan publik, serta peran arsip sebagai
bahan dalam pengambilan kebijakan pemerintahan dan
pembangunan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang adil,

A dan seiaht
bahwa penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu
dan berkesinambungan diperlukan untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan
akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan
terpercaya,;

bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum

kearsipan, maka diperlukan pengaturan berupa Peraturan
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c¢ perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan,;

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi



